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Abstract

This research aims to analyze the role
of the Cooperative and Small and Medium
Enterprises (UMKM) Office of Sidoarjo
Regency in supporting the development of
crowdfunding-based UMKM. It also seeks to
fdentify the obstacles and challenges faced by
UMKM in utilizing crowdfunding as a source of
funding, and evaluate the influence of local
government regulations and policies on the
use of crowdfunding by UMKM. The method
employed is qualitative, utilizing descriptive
data through interviews, observations, and
documentation. The research findings reveal
that the Cooperative and Microbusiness Office
of Sidoarjo Regency plays a stabilizing role by
implementing regulations and strategies for
empowering the Jocal economy. As an
innovator, the office introduces the concept of
crowdfunding and provides training to UMKM
to leverage it. Serving as a modernizer and
executor, the Cooperative Office actively
facilitates collaboration, regulates regulations,
and proactively manages all stages of UMKM
development programs, including planning,
budgeting, implementation, monitoring, and
evaluation.
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Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, peran sektor Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) semakin menjadi elemen krusial dalam dinamika
perekonomian suatu negara. Hal ini tidak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo, dimana
UMKM memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyediakan lapangan
pekerjaan, meningkatkan pendapatan per kapit, dan menghidupkan roda ekonomi
lokal. Sejalan dengan kemajuan zaman, UMKM diharapkan dapat menyesuaikan diri
dengan perkembangan teknologi dan tren terkini untuk mampu bersaing secara efektif
di pasar global yang semakin ketat. Salah satu solusi yang muncul dalam mengatasi
tantangan ini adalah penggunaan urun dana (crowdfunding) sebagai metode
pendanaan alternatif untuk UMKM (Adinia & Hanifa, 2022). Crowdfunding adalah
bentuk pembiayaan yang melibatkan kerjasama berbagai individu atau pihak yang
berinvestasi dengan memberikan dana dalam jumlah yang relatif kecil melalui platform
online. Pendekatan ini telah menjadi tren global dalam memberikan akses pembiayaan
kepada UMKM dan inovator lainnya.

Crowdfunding adalah cara pengumpulan dana di mana sejumlah kecil individu
atau investor memberikan kontribusi keuangan melalui platform online untuk
mendukung proyek, usaha, atau inisiatif tertentu. Di Indonesia, regulasi terkait
Sekuritas Crowdfunding (SCF) telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021 (Aisy, 2021). Kedua
peraturan ini membahas Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis
Teknologi Informasi (SCF) sebagai pengembangan dari peraturan sebelumnya. POJK
No. 57/POJK.04/2020 dan perubahannya, POJK No. 16/POJK.04/2021, menciptakan
kerangka hukum untuk SCF, membuka peluang pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) atau individu yang baru memulai usaha melalui pasar modal.
SCF sendiri melibatkan layanan urun dana yang telah berkembang dari model Equity
Crowdfunding (ECF), yang terbatas pada pemberian saham, menjadi SCF yang
melibatkan berbagai jenis instrumen keuangan (Bakti dkk., 2021).

Dalam POJK No. 57, disebutkan bahwa sekuritas crowdfunding dianggap sebagai
kegiatan pasar modal, dan penyelenggara diwajibkan untuk memperoleh izin dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum memulai operasionalnya. Hal ini mencerminkan

Melinda Astari & Isna Fitria Agustina - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia



Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol. 5, No. 1, Maret 2024 | 338

upaya OJK untuk memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan urun dana,
memberikan alternatif pendanaan yang lebih luas bagi UMKM serta individu yang bar
memulai usaha. Metode ini telah membuka akses pembiayaan bagi berbagai sektor,
termasuk UMKM, dengan cara yang lebih demokratis dan inklusif. Dengan
crowdfunding, pemilik usaha kecil dapat mendapatkan dana tanpa harus bergantung

pada lembaga keuangan tradisional, seperti bank (Febrianti & Darma, 2023).

Data Jumlah UMKM Pelaku Crowdfunding di Indonesia

Sistem
Crowdfunding
Himpunan Dana Pemodalan
365 Miliar Alternatif

Sumber; Diolah CNBC Indonesia, (2021)

Pada tanggal 12 November 2021, OJK mencatat bahwa sebanyak 176 pengusaha
di sektor UMKM telah mengumpulkan dana melalui platform penggalangan dana
berbasis saham atau securities crowdfunding. Angka ini menunjukkan peningkatan
sebesar 36% sejak awal tahun, melebihi jumlah pada bulan Mei yang sebanyak 151
pelaku UMKM. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh para pelaku UMKM mencapai
Rp365 miliar, mengalami peningkatan sebesar 90% sejak awal tahun. Peran penting
UMKM dalam pembangunan ekonomi telah diakui secara luas oleh para akademisi dan
pembuat kebijakan di seluruh dunia. Namun berbeda dengan kondisi jumlah UMKM saat
ini, UMKM diakui sebagai mesin utama pertumbuhan dan sumber penting lapangan
kerja, inovasi, dan pengentasan kemiskinan. Di negara-negara berkembang seperti
Indonesia, UMKM memainkan peran yang lebih penting, karena memberikan kontribusi
signifikan terhadap PDB negara dan memberikan peluang mata pencaharian bagi
sebagian besar masyarakat (Bianda dkk., 2023), termasuk di provinsi Jawa Timur.
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Data Jumlah UMKM di Jawa Timur Tahun 2023

No. Kota Jumlah UMKM
1 Surabaya 466.779
2 Gresik 239.182
3 Sidoarjo 306.481
4. Jombang 328.320
5 Mojokerto 262.561
6 Kediri 51.039
7. Malang 141.906

Sumber; Sensus Eknomi Diskopukm Jawa Timur, (2023)

Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki beberapa
peran kunci dalam pengembangan UMKM berbasis crowdfunding. Hal ini didasarkan
pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 mengenai Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa tugas utamanya adalah melakukan
pendampingan dan pelatihan. Dinas Koperasi dapat memberikan pendampingan dan
pelatihan kepada UMKM dalam mengenali potensi crowdfunding, mengatur kampanye,
dan memenuhi persyaratan platform crowdfunding. Perizinan dan regulasi Dinas
Koperasi dapat memfasilitasi izin dan regulasi yang diperlukan agar UMKM dapat secara
sah menggunakan crowdfunding sebagai sumber pendanaan. Penggalangan dana
bersama Dinas Koperasi dapat bekerja sama dengan UMKM untuk mengorganisir
kampanye crowdfunding yang dapat mendukung penggalangan dana bersama untuk
proyek-proyek UMKM. Pembinaan dan pengawasan Dinas Koperasi juga dapat
memantau dan memberikan pembinaan kepada UMKM vyang menggunakan
crowdfunding untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada.

Sidoarjo, sebuah kabupaten di Jawa Timur - Indonesia, terkenal dengan sektor
UMKM yang dinamis, yang tertanam kuat dalam sumber daya unik dan warisan budaya
daerah tersebut (Dewi & Setiyono, 2022). Data jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo
yang mencapai 306.481 pada tahun 2023 mencerminkan pertumbuhan yang signifikan
dalam sektor UMKM. Dan yang sudah terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM
sebanyak 106,945. Jumlah ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting
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dalam ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup
penduduk setempat. Namun, meskipun jumlah UMKM yang besar ini merupakan aset
berharga, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal akses
pembiayaan yang memadai. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi,
pembiayaan tradisional seperti pinjaman bank mungkin tidak selalu menjadi solusi yang
memadai untuk UMKM yang lebih kecil atau yang sedang berkembang. Oleh karena itu,
munculnya urun dana atau crowdfunding sebagai alternatif pembiayaan menawarkan
peluang baru untuk UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Hal itu tidak terlepas dari adanya peran pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM
dalam pengembangan UMKM berbasis crowdfunding sangat penting untuk menggali
potensi ekonomi yang besar dalam skala lokal, seperti di Kabupaten Sidoarjo. Dengan
jumlah UMKM yang mencapai 306.481, peran pemerintah melalui Dinas Koperasi dan
UMKM menjadi krusial dalam memastikan bahwa pelaku usaha kecil dan inovator dapat
memanfaatkan crowdfunding secara efektif. Crowdfunding memberikan akses
pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif, memungkinkan para pelaku usaha kecil
mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat umum, investor individu dan
kelompok-kelompok yang berminat (Firdaus & Tutupoho, 2022).

Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM
dapat bekerja sama dengan platform crowdfunding online, mengembangkan kerangka
kerja yang mendukung, serta menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku
UMKM yang ingin menggunakan model pendanaan ini. Hal ini tidak hanya akan
memperkuat ekosistem UMKM, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang
kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memahami peran
pemerintah dalam konteks crowdfunding, penelitian ini dapat memberikan wawasan
yang berharga bagi pengambil kebijakan dan stakeholder terkait. Implementasi praktik
terbaik dan kebijakan yang tepat dapat membantu memitigasi risiko, meningkatkan
kepercayaan investor dan memastikan bahwa crowdfunding menjadi alat yang efektif
dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo
(Nurkamid dkk., 2021).

Kondisi penelitian saat ini, mulai dari tantangan hingga faktor pendukung peran

pemerintah yang membantu pertumbuhan ekonomi UMKM ditemukan oleh Pradani
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dkk., (2022), membahas karakteristik dan potensi unik suatu wilayah sangat penting
untuk merancang intervensi yang selaras dengan dinamika, sumber daya dan budaya
setempat. Penelitian tersebut juga telah menunjukkan bahwa memanfaatkan potensi
lokal yang dimiliki UMKM dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan,
karena hal ini sejalan dengan kekuatan masyarakat yang ada dan memanfaatkan
pengetahuan dan sumber daya adat.

Adapun penelitian mengenai peran pemerintah yang dilakukan oleh Phradiansah
dkk., (2022), bahwa Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator kolaborasi antara
pelaku usaha, lembaga pendidikan dan pihak yang bersangkutan lainnya. Tujuan dari
hal tersebut untuk menciptakan sinergi yang positif, menggabungkan pengetahuan,
keterampilan, dan sumber daya yang dapat mendukung pertumbuhan industri kuliner
kreatif di Kota Kendari. Dengan demikian, melalui peran aktif Pemerintah Daerah,
diharapkan ekonomi kreatif sub sektor kuliner di Kota Kendari dapat berkembang secara
berkelanjutan, memberikan peluang bisnis yang lebih luas, serta menciptakan identitas
kuliner yang unik dan menarik bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Hal senada juga disampaikan oleh Luthfi & Basir, (2023) bahwa Pemerintah dapat
memfasilitasi penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti irigasi yang
baik dan akses transportasi yang lancar. Hal ini akan membantu petani meningkatkan
produktivitas dan efisiensi dalam kegiatan pertanian mereka. Pemberdayaan ekonomi
petani juga dapat dilakukan melalui program-program bantuan modal dan subsidi,
sehingga petani memiliki akses lebih mudah terhadap peralatan pertanian, benih
berkualitas dan pupuk. Langkah ini akan membantu meningkatkan produksi dan
pendapatan petani.

Hasil kajian lainnya juga menyatakan bahwa ditengah semakin banyaknya
penelitian mengenai UMKM dan dukungan pemerintah, peran Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro di Kabupaten Sidoarjo menjadi eksis. Pertama, penting untuk menekankan
pentingnya memahami UMKM di tingkat mikro. Meskipun kebijakan yang luas dan
analisis tingkat nasional sangat berharga, pemahaman terperinci mengenai masing-
masing perusahaan (Saraswati, 2021).

Menurut Siagian, peran pemerintah dalam proses pembangunan dapat dibagi

menjadi sebagai berikut; (1). Stabilisator, yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk
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menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan dalam negeri. (2). Inovator,
yaitu pemerintah berperan sebagai penggagas, pengembang, dan penyebarluasan
inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan. (3). Modernisator,
yaitu pemerintah berperan sebagai pendorong, fasilitator dan regulator modernisasi di
berbagai bidang kehidupan. (4.) Pelaksana sendiri, yaitu pemerintah berperan sebagai
pelaku utama dalam penyelenggaraan pembangunan (Siagian, 2021).

Dalam sektor pelayanan publik, penting bagi pemerintah untuk membangun
kompetisi yang sehat antara sektor usaha swasta dan pemerintah, mendorong
keduanya untuk beroperasi dengan tingkat profesionalisme dan efisienai yang lebih
tinggi. Selain itu, fokus pemerintah harus lebih kepada mencapai tujuan atau misi
daripada hanya mematuhi aturan-aturan. Setiap organisasi diberikan fleksibilitas untuk
mencapai tujuan sesuai dengan misinya. Motivasi juga harus ditingkatkan dengan
memberikan penghargaan kepada instansi yang menunjukkan kinerja yang baik.

Untuk mendukung terselenggaranya program tersebut permasalahan utama bagi
Dinas Koperasi dan UMKM adalah tidak adanya perlindungan investor, dinas juga perlu
memikirkan tentang perlindungan investor, terutama dalam model crowdfunding
ekuitas dan utang. Mereka harus memastikan bahwa UMKM mematuhi perjanjian dan
tidak mengecewakan para investor. Edukasi umkm: dinas koperasi dapat memberikan
edukasi kepada umkm mengenai manfaat dan risiko crowdfunding, serta bagaimana
mengelola hubungan dengan investor. Pengembangan ekosistem crowdfunding: dinas
koperasi dapat berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem crowdfunding di
kabupaten sidoarjo dengan bekerja sama dengan platform crowdfunding yang ada,
investor lokal, dan lembaga keuangan (Suyatno & Suryani, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan UMKM
Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis crowdfunding,
mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam
memanfaatkan crowdfunding sebagai sumber pendanaan, serta mengevaluasi
pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap penggunaan
crowdfunding oleh UMKM. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi
pemerintah daerah dalam meningkatkan peran mereka dalam mendukung UMKM

berbasis crowdfunding, membantu UMKM memahami manfaat dan tantangan dalam

Melinda Astari & Isna Fitria Agustina - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia



Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, Vol. 5, No. 1, Maret 2024 | 343

menggunakan crowdfunding, dan memberikan kontribusi pada literatur yang ada
mengenai peran crowdfunding dalam pengembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini
dapat memberikan wawasan tentang potensi investasi crowdfunding bagi investor dan

masyarakat secara umum dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah.

Kerangka Teoritis
Crowdfunding

Crowdfunding, sebuah metode pengumpulan dana melalui platform online, telah
diatur di Indonesia oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020
dan perubahannya, POJK No. 16/P0OJK.04/2021. POJK ini membentuk kerangka hukum
untuk Sekuritas Crowdfunding (SCF), yang mengembangkan model Equity
Crowdfunding (ECF) dengan melibatkan berbagai instrumen keuangan. SCF dianggap
sebagai kegiatan pasar modal, dan penyelenggara wajib memperoleh izin dari OJK
sebelum memulai operasionalnya. Langkah ini mencerminkan upaya OJK untuk
memperluas cakupan penawaran efek, memberikan alternatif pendanaan yang lebih
luas bagi UMKM, serta individu yang baru memulai usaha. Dengan demikian,
crowdfunding membuka akses pembiayaan secara demokratis dan inklusif,
memungkinkan pemilik usaha kecil mendapatkan dana tanpa tergantung pada lembaga
keuangan tradisional seperti bank.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada kategori bisnis yang
memiliki skala kecil hingga menengah dalam hal jumlah karyawan, omset, serta aset.
UMKM mencakup berbagai sektor industri, seperti perdagangan, jasa, dan produksi,
serta memiliki peran penting dalam perekonomian karena kontribusinya terhadap
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan distribusi ekonomi.
UMKM seringkali dijalankan oleh pemilik usaha atau pelaku bisnis yang memiliki
keterbatasan sumber daya, termasuk modal dan akses ke pasar. Kategorisasi UMKM
dapat berbeda-beda di berbagai negara, tetapi secara umum, UMKM diakui sebagai
pilar ekonomi yang perlu mendapatkan dukungan dalam hal kebijakan, pendanaan, dan

pelatihan agar dapat berkembang dan berkontribusi secara berkelanjutan.
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Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus di Kabupaten Sidoarjo, dengan menganalisis data terkait
peran Pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo,
dalam memfasilitasi pertumbuhan pemodalan UMKM. Penelitian ini mengadopsi metode
kualitatif yang menurut (Creswell, J. W, 1998), adalah pendekatan yang menghasilkan
pemahaman yang tidak dapat diperolen melalui teknik statistik atau pengukuran.
Keputusan menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan memperoleh
data deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian
kualitatif adalah memahami data lapangan yang dihasilkan. Metode pengumpulan data,
sesuai dengan (Sugiyono, 2021), mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Sumber data terbagi menjadi data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang didapatkan
dari jurnal dan media massa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dan
mendeskripsikan fenomena yang diamati, memungkinkan penarikan kesimpulan. Fokus
penelitian adalah peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi UMKM
serta partisipasi pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan sampel penelitian
menggunakan metode purposive sampling, melibatkan informan seperti Kelompok
Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, sekretaris,
dan pelaku crowdfunding UMKM. Model analisis dan interaktif Miles dan Huberman
digunakan, mencakup pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan, abstraksi,
dan transformasi data mentah), penyajian data (menggabungkan informasi dalam
format konsisten) dan penarikan kesimpulan (menyatukan hasil data dari lapangan).
(Miles, M.B, Huberman & A.M, dan Saldana,], 2014).

Pembahasan Hasil Penelitian
Stabilisator

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022, yang mengatur tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Pasal 8 menjelaskan kewenangan Kepala Dinas

dalam menandatangani rekomendasi atau persetujuan teknis sesuai dengan bidang
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yang menjadi kewenangan Dinas. Kewenangan ini penting dalam konteks penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk memastikan proses penerbitan perizinan
berjalan dengan lancar dan efisien. Hal ini mencakup koordinasi dengan instansi lain

yang terlibat dalam perizinan usaha koperasi dan usaha mikro di wilayah Kabupaten
Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo yang menyatakan bahwa;

“Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 14 Tahun 2022 memiliki tugas pokok yaitu mencakup penyusunan
kebijakan teknis yang berkaitan dengan lembaga usaha mikro dan pedagang kaki
lima, penyusunan pedoman teknis pendataan dan koordinasi aspek teknis terkait
usaha mikro, serta memiliki tanggung jawab terkait kegiatan pendataan dan
kelembagaan. Ini mencakup penyusunan kebijakan teknis terkait kelembagaan
usaha mikro dan pedagang kaki lima, penyusunan pedoman teknis pendataan
dan kelembagaan, serta koordinasi dan pengembangan teknologi informasi
terkait pemberdayaan usaha mikro” (Hasil wawancara pada,; 8 November 2023).

Laporan Tanggungjawab Program Kerja

Kelompok Pembinaan UMKM

=

G TR ST . ETERE R D
B A R A B A R A A R R RS
—— Tt Setsmn

- —— — —

Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2024)

Hal ini sesuai dengan teori stabilisator, yaitu pemerintah bertanggung jawab
untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dalam negeri.
Pemerintah harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan gangguan yang dapat
menghambat pembangunan, seperti konflik, krisis, bencana, korupsi dan sebagainya.

Pemerintah juga harus mendorong partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak, baik
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di dalam maupun di luar negeri, untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi
pembangunan. Hal ini sesuai dengan penelitian mengenai peran pemerintah yang
dilakukan oleh Phradiansah dkk., (2022).

Inovator

Inovator adalah berperan sebagai penggagas, pengembang dan penyebarluas
inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Pemerintah harus
mendorong dan mendukung penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan, teknologi serta seni yang relevan dengan kebutuhan dan potensi bangsa.
Berdasarkan definisi tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
memberikan inovasi-inovasi sepeti yang terllihat dari hasil wawancara dengan kelompok
pembinaan dan kemitraan berikut ini;

“Inovasi crowdfunding dapat dibagi menjadi beberapa model termasuk:
kontributor memberikan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan finansial
secara langsung, biasanya digunakan untuk tujuan amal, krisis medis, atau
bencana alam. Kontributor menerima imbalan non-keuangan seperti produk atau
layanan dari proyek yang didanal, umumnya digunakan oleh UMKM atau kreator
seni. Kontributor mendapatkan kepemilikan saham atau ekuitas dalam bisnis yang
didanai, sehingga berbagi potensi keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang
dimilikinya. Kontributor memberikan pinjaman kepada peminjam dan menerima
pembayaran balik dengan bunga’ (Hasil wawancara pada,; 8 November 2023).

Prosedur pinjaman kredit UMKM berbasis crowdfunding sebagai salah satu inovasi
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (hasil wawancara dengan
pelaku UMKM) terlihat berikut ini.

Prosedur Pinjaman Kredit UMKM Berbasis Crowdfunding

— —— . ——

Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2024)
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Hal itu sesuai dengan teori inovator yaitu pemerintah juga harus mendorong dan
mendukung kreativitas, kemandirian, dan daya saing dari masyarakat dalam
menghadapi tantangan global. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Pradani dkk.,
(2022).

Modernisator

Modernisator adalah pemerintah berperan sebagai pendorong, fasilitator dan
regulator modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Pemerintah harus mendorong dan
memfasilitasi perubahan-perubahan yang positif, progresif dan adaptif dalam berbagai
aspek seperti; politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan. Peran
pemerintah sebagai modernisator terlihat melalui hasil wawancara dengan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta kelompok pembinaan dan
kemitraan, bahwa;

“ Perubahan positif, progresif, dan adaptif yang dihadapi oleh UMKM (Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah) dalam menggunakan crowdfunding adalah beragam dan
dapat termasuk: Keterbatasan Pengetahuan: Banyak UMKM mungkin tidak
memiliki pemahaman yang cukup tentang crowdfunding. Mereka mungkin tidak
tahu bagaimana memulaj, mempromosikan proyek mereka, atau menarik
investor. Akses Terbatas ke Teknologi: Beberapa UMKM mungkin tidak memiliki
akses yang memadai ke teknologi atau internet, yang dapat menjadi kendala
dalam mengakses platform crowdfunding online. Platform crowdfunding sering
kali penuh dengan proyek-proyek yang bersaing untuk dana. Ini bisa membuat
sulit bagi UMKM untuk mendapatkan sorotan dan mendukungan” (Hasil
wawancara pada; 8 November 2023).

Peran pemerintah sebagai modernisator juga terlihat melalui hasil wawancara
yang melibatkan Sekretaris, Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan Pelaku UMKM, bahwa;

“Peran Konkrit Kelompok UMKM terhadap manfaat crowdfunding dalam
Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo meliputi crowdfunding memberikan
akses ke sumber dana tambahan yang dapat membantu UMKM untuk memulai
atau mengembangkan bisnis mereka. Promosi dan Jaringan: Melalui kampanye
crowdfunding, UMKM dapat mempromosikan bisnis mereka kepada audiens yang
lebih luas dan membangun jaringan dengan calon pelanggan, mitra, dan investor.
Keberhasilan kampanye crowdfunding dapat berfungsi sebagai validasi konsep
produk atau layanan, membantu UMKM untuk memahami permintaan pasar.
Dengan mendapatkan dana dari berbagai investor, UMKM dapat mengurangi
ketergantungan pada sumber dana tunggal, seperti pinjaman bank" (Hasil
wawancara pada; 8 November 2023).
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Indikator Kinerja Fasilitas Program

. A Sezazioos

Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2024)

Hal itu sesuai dengan teori modernisator, yaitu pemerintah berperan sebagai
pendorong, fasilitator dan regulator modernisasi diberbagai bidang kehidupan.
Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi perubahan-perubahan yang positif,
progresif dan adaptif dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya,
hukum,dan lingkungan. Pemerintah juga harus mengatur dan mengawasi proses
modernisasi agar sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan kepentingan nasional.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Luthfi & Basir, (2023) bahwa pemerntah

menjadi modernisator terselenggaranya program.

Pelaksana Sendiri

Pelaksana sendiri adalah pemerintah berperan sebagai pelaku utama dalam
penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk
merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi
berbagai program dan proyek pembangunan yang bersifat strategis, prioritas dan lintas
sektoral. Hasil wawancara menunjukan bahwa pemerintah telah melakukan tugasnya
sebagai pelaksana utama dalam penyelenggaraan pembangunan seperti yang terlihat
melalui hasil wawancara yang melibatkan pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo,
sebagai berikut;
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“Proses perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan UMKM dan
penetapan tujuan program crowdfunding oleh Dinas Koperasi, melibatkan
kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti UMKM, investor lokal, dan
pihak terkait. Dalam tahap penganggaran, alokasi dana diperlukan untuk
pelatihan, pendampingan, kampanye promosi, dan infrastruktur teknologi,
termasuk dana untuk proyek UMKM yang sukses melewati kampanye
crowdfunding. Pelaksanaan program melibatkan implementasi, pelatihan UMKM,
fasilitasi akses teknologi, dan manajemen hubungan antara UMKM dan investor
selama kampanye crowdfunding. Pengawasan kontinu dilakukan untuk
memastikan kepatuhan UMKM terhadap regulasi crowdfunding, termasuk
evaluasi real-time terhadap perkembangan kampanye dan penanganan hambatan
yang mungkin muncul, Evaluasi periodik dilakukan untuk mengukur keberhasilan
program, dengan parameter seperti jumiah dana terkumpul, jumlah UMKM yang
berhasil, dampak ekonomi lokal, dan kepuasan pemangku kepentingarn’ (Hasil
wawancara pada; 8 November 2023).

Proses manajemen kinerja di Kabupaten Sidoarjo mengikuti langkah-langkah

terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. Identifikasi kebutuhan dan

penyusunan rencana strategis mendukung visi dan misi daerah. Penganggaran dan

konsultasi dengan stakeholder memastikan alokasi dana yang memadai. Pelaksanaan

program melibatkan pemantauan, pengawasan dan evaluasi berkala. Semua tahap

harus sejalan dengan visi dan misi, dengan partisipasi aktif stakeholder, transparansi,

dan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Evaluasi program digunakan untuk perbaikan

dan penyesuaian, memastikan efektivitas implementasi menuju pencapaian tujuan

strategis jangka panjang.

Dokumen Rencana Strategis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Ranmncanmngan

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOFPERASI DAN UuUsAaHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 20212026

Sumber; Diolah Bidang Kelompok Pembinaan dan Kemitraan Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2024)
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Sesuai dengan teori pelaksana sendiri, yaitu pemerintah berperan sebagai pelaku
utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah harus bertanggung jawa
untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi
berbagai program dan proyek pembangunan yang bersifat strategis, prioritas, dan lintas
sektoral. Pemerintah juga harus menyediakan dan mengelola sumber daya, sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk pembangunan. Hal ini mendukung hasil kajian empiris
oleh Ambarwati & Ismail, (2018) bahwa pemerintah menjadi pelaksana sendiri atas
terselenggaranya program dengan mengutamakan kemandirian.

Oleh karena itu, dengan keterlibatan aktif Dinas Koperasi dan UMKM, peluang
untuk membimbing, memberikan edukasi, dan menciptakan regulasi yang mendukung
akan meningkat, Untuk donasi crowdfunding, biasanya UMKM yang memperoleh
pendanaan hanya perlu membayar biaya administrasi dan operasional platform
crowdfunding yang digunakan. Biasanya, biaya ini berkisar antara 5% hingga 10%
untuk usaha kecil, yakni Rp. 750.000,00 maksimal Rp. 2.000.000,00 dan untuk
pendapatan diatas Rp. 5.000.000,00 Pada skema pinjaman ini, terdapat batasan
maksimal pinjaman untuk Usaha Mikro dan Koperasi. Untuk Usaha Mikro, pinjaman
minimal yang dapat diserahkan adalah Rp. 5.000.000,00 dengan batas maksimal Rp.
75.000.000,00.

Dalam hal jangka waktu pinjaman, pinjaman hingga Rp. 75.000.000,00 memiliki
maksimal pengembalian selama 2 tahun. Sedangkan bagi yang meminjam antara Rp.
75.000.000,00 hingga Rp. 100.000.000,00 batas maksimal pengembalian adalah
selama 3 tahun. Suku bunga pinjaman sebesar 6%, yang dibayarkan didepan. Pada
tahun pertama, suku bunga dipungut pada saat realisasi kredit, sesmentara untuk tahun
kedua, dipungut pada awal tahun tersebut. Bunga disetorkan secara bruto ke rekening
KASDA sebagai pajak. Adapun agunan yang cukup disediakan sebesar 30% dari plafon
pinjaman. Biaya realisasi tidak dipungut, kecuali untuk pengikatan agunan oleh notaris
dan biaya materai. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada
Usaha Mikro dan Koperasi dengan persyaratan yang transparan dan terukur dari total

dana yang terkumpul, sehingga tidak ada patokan jelas nominal yang diterima.
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Data Persentase Pendanaan Crowdfunding

Kategori Klasifikasi Pemodalan
Pendapatan Handy Craft, Jasa, Rp. 750.000,- maksimal Rp.
dibawah 5 Makanan, Minuman 2.000.000,-
juta/bulan
Pendapatan Otomotif, Agrobisnis, Rp. 5.000.000, dengan batas

diatas 5 Fashion Batik, Pedagang, maksimal Rp. 75.000.000,-
juta/bulan Pendidikan, Pengerajin,

Sembako, Teknologi,
Internet, lain-lain

Sumber; Diolah Bidang Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten
Sidoarjo, (2023)

Donasi crowdfunding cocok untuk UMKM yang memiliki misi sosial, lingkungan,
atau kemanusiaan yang dapat menarik simpati masyarakat. Contoh platform donasi
crowdfunding di Indonesia adalah Kitabisa, BenihBaik dan Dompet Dhuafa. UMKM yang
ingin mendapatkan pendanaan melalui donation crowdfunding harus membuat proposal
yang jelas, menari, dan meyakinkan tentang tujuan, manfaat, dan dampak dari usaha
mereka. Selain itu, UMKM juga harus aktif berkomunikasi dengan donatur dan

memberikan laporan perkembangan usaha secara transparan.

Penutup

Penelitian ini menekankan peran kunci Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam
mengembangkan UMKM, terutama Bunda Food, melalui pendekatan inovatif
crowdfunding. Program " Crowdfunding untuk UMKM Lokal" berhasil berkat kerjasama
aktif antara Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, komunitas dan platform
crowdfunding. Meskipun memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal,
penelitian ini memiliki keterbatasan dalam generalisasi dan pengukuran dampak jangka
panjang.

Penelitian ini merekomendasikan untuk menyelidiki peran Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung pengembangan UMKM melalui
crowdfunding dapat memberikan pemahaman mendalam tentang peran inovatif dan
pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan mengidentifikasi hambatan
praktis yang dihadapi UMKM. Rekomendasi lainnya adalah melakukan perbaikan
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regulasi dan kebijakan yang mendukung partisipasi UMKM dalam crowdfunding, serta

meningkatkan efektivitas dukungan pemerintah daerah terhadap sektor UMKM.
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